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A. 	 Kesepakatan Keria Bersama (KKB) vana sebaaai keseDakatan hasil 
oerundingan yang diselenggarakan oleh serikat oekerja atau 
gabungan senkat pekerja dengan oengusaha atau gabungan 
pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja. untuk mengatur dan 
melindunoi hak dan kewaiiban kedua belah pihak. Dada prakteknva 
di oerusahaan-oerusahaan di Indonesia sekarang int belum begitu 
memasyarakat. Walaupun di beberapa perusahaan telah di buat 
KKB, namun sering kali isi dari KKB itu tidak mencerminkan asas 
kebebasan berkontrak vano mementinakan keseimbanoan 
kedudukan oara pihak. dimana pihak oengusaha masih terlihat 
dominan dalam pembuatan KKB tersebut. sehingga tidak 
mencerminkan karakteristik KKB yang sesungguhnya. yaitu 
mencerminkan nilai·nilai luhur Pancasila' dan dilandasi itikat baik. 
jujur. terbuka. tanoa adanva paksaan atau tekanan oleh oara oihak. 
B. 	 Asas kebebasan berkontrak dalam oembuatan Kesepakatan Kerja 
Bersama (KKB), pada umumnya tetah mendapat pembatasan dari 
peraturan oerundano-undanoan. sehinoaa tidak murni laai. Untuk 
memoertegas oemenntah oerlu membatasi membatasi kebebasan 
berkontrak dalam KKB in1. karena terdapat adanya 
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ketidakseimbanaan dalam hal baraainina position antara oihak 
pekeria dan oihak oengusaha dan dimaksudkan sebagai 
perlindungan hukum bagi kedua belah pihak terutama pihak pekerja 
yang selalu berada di pihak yang lemah. sehingga pihak 
oenausaha tidak laai bisa memaksakan kehendaknva dalam 
oembuatan KKB. 
!V.2. Saran 
A. 	 Untuk mewuiudkan Hubunaan Insustrial Pancasila vena diarahkan 
untuk menumbuhkan hubungan vang harmonis atas dasar 
kemitraan. Setiap pengusaha harus mengembangkan sikap 
memperlakukan pekerja sebagai manusia atas dasar kemitraan 
seiaiar. terutama dalam membuat Keseoakatan Keria Bersama 
sehinaga terdaoat keseimbant;lan kedudukan bagi para oihak. Selain 
itu juga perlu untuk lebih memasyarakatkan KKB kepada oara 
pekerja agar para pekerja mengetahui apa yang menjadi hak dan 
kewaiibannva dalam oerusahaan. Hal lain vana tidak kalah oentina 
adalah menint;lkatkan kesadaran hukum oara oekeria terutama oara 
pengurus serikat kerja. sehingga tidak mudah untuk didikte oleh 
pihak pem;:a':3Clha daiam seliap perundingan yang menyangkut 
keseiahteraan oekeria. 
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B. 	 Pemabatasan asas kebebasan berkontrak oleh oemerintah melalui 
oeraturan oerundang-undangan yang bertuiuan melindungi oihak 
yang lemah dalam hal ini pihak pekerja. hendaknya lebih fungsional 
didalam menghadapi pihak pengusaha dalam pembuatan 
Keseoakatan Keria Bersama. Penaaturan terhadao oerumusan 
Keseoakatan Keria Bersama oerlu lebih ditingkatkan lagi dalam hal 
pengawasan dan pelaksanaannya sehingga tidak ada lagi KKB yang 
membuBt pekerja merasa tidak puas karena tidak atau kurangnya 
oerlindunaan hak-hak mereka. Selain itu oerlindunaan hukum baoi 
pengusaha dan pekeria yang terdaoat dalam oeraturan oerundang­
undangan perlu ditingkatkan lagi dalan hal pelaksanaannya. agar 
para pihak dalam KKB lebih merasa terlindungi hak-haknya. 
